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ABSTRACT

This study aims to (1) examine the perspectives of the Hanafi and Syafi’i schools of
thought (mazhab) regarding the concept of wali adhol in marriage contracts, and (2)
evaluate the relevance of these perspectives in the context of marriage in Indonesia.
The research employs a qualitative approach with library research as its primary
method. Data analysis is conducted using a comparative method, which juxtaposes
the two maghal's views to draw conclusions. The findings reveal that the Hanafi
school does not require the presence of a guardian (wali) for a legally competent and
mature woman in a marriage contract, except for minors and individuals with mental
incapacities. If a guardian refuses a competent woman’s request to marry a suitable
partner, the guardian is deemed ineligible to refuse (adhol). Conversely, the Syafi’i
school mandates the presence of a guardian for all marriage contracts, whether for a
mature woman or a widow. In the Indonesian context, the Hanafi school’s
perspective is considered more relevant due to its flexible approach, which takes
local customs into account and grants greater autonomy to brides in deciding their
marriage arrangements. This study contributes by providing a comparative
perspective on the role of guardians in Islamic marriage law, serving as a reference
for the development of family law in Indonesia, particularly in addressing cases
involving wali adhol.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengkaji pandangan mazhab Hanafi dan mazhab
Syafi’i mengenai konsep wali adho/ dalam akad nikah, dan (2) mengevaluasi relevansi
pandangan kedua mazhab tersebut dalam konteks pernikahan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan
(library research). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode komparatif, yaitu
membandingkan pandangan kedua mazhab untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi tidak mensyaratkan keberadaan wali
bagi perempuan baligh dan berakal sehat dalam akad nikah, kecuali bagi anak kecil
dan orang gila. Jika seorang wali menolak permintaan perempuan baligh dan berakal
sehat untuk menikah dengan lelaki yang sepadan, wali tersebut dianggap tidak berhak
menolak (adhol). Sebaliknya, menurut mazhab Syafi’i, keberadaan wali adalah syarat
mutlak dalam setiap akad nikah, baik bagi perempuan baligh maupun janda. Dalam
konteks Indonesia, pandangan mazhab Hanafi dinilai lebih relevan karena
pendekatannya yang fleksibel, memperhatikan adat istiadat setempat, dan

memberikan otonomi lebih besar kepada mempelai perempuan dalam menentukan
pernikahannya. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan perspektif komparatif
tentang peran wali dalam hukum pernikahan Islam yang dapat dijadikan rujukan
dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam menghadapi
kasus wali adhol.

PENDAHULUAN

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah

akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam
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perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri
wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertidak atas nama mempelai perempuan dan
dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan
tersebut.!

Dalam menundukkannya sebagian orang bertindak atas nama mempelai perempuan
dalam melakukan akad terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang
masih kecil, baik laki laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukkanya sebagai
rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih
kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karnanya akad tersebut
dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia janda atau
masih perawan, ulama berbeda pendapat.2 Dalam hal ini terdapat pandangan dari Mazhab
hukum Islam sebagaimana di jelaskan oleh Wabah Al-Zuhayli dalam kitabnya Al-Figh al-
islamiy wa Adhillatuh, juz 7. Pertama, tiga yakni: (1) perwalian atas diri/manusia (2)
perwalian atas harta dan (3) perwalian atas diri dan harta sekaligus. Kedua menerut Mazhab
Maliki, perwalian menurut pendapat Mazhab Hanafi, pembagiana perwalian terbagi menjadi
dua yaitu (1) perwalian umum dan (2) perwalian khusus. Ketiga menurut Mazhab Syafi’i,
perwalian terspesipikasi atas perempuan yang bersifat mutlak, terbagi menjadi dua yakni: (1)
perwalian ijbar (paksaan) dan (2) perwalian ikhtiyar (alternatif). Keempat menurut Mazhab
Hambali, sebagaimana Mazhab Syafi’i perwalian terspesifikasi atas perempuan, dengan
prinsip yang tandas, bahwa ““ nikah perempuan tidak sah kecuali dengan wali”.3

Selanjutnya, dalam pandangan Mazhab Hanafi tentang perwalian nikah yang
dimasukkan kedalam klasifikasi “perwalian alternatif” (wilayah ikhtiyariyah). Seorang wali
memiliki hak alternatif menikahkan perempuan yang menjadi hak perwaliannya sesuai
dengan pilihan dan kerelaan perempuan yang bersangkutan. Dalam hal ini wali nikah tidak
memiliki hak ijbar (memaksa). Hal ini dapat dipahami lebih lanjut kaitannya dengan
pendapat Mazhab Hanafi tentang klasifikasi “perwalian ijbar” bukan untuk perwalian
nikah*. Hal ini berbeda dengan pandangan Mazhab Syafi’i yang menyatakan bahwa ada hak
ijbar bagi wali untuk menikahkan perempuan yang menjadi hak perwaliannya. Hak ijbar ini

dimiliki oleh ayah dan kakek.5

' Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Isiam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009) ,h. 69.

2 Ibid, h.69

3 Wahbah al-Zuhayliy, A~-Figh al-Islamiy wa Adillatub, Juz 7 (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996), h. 194
“Wahbah al-Zuhayliy, A/~Figh al-Islamiy wa Adillatub, Juz 7 (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996), h. 194
> 1bid, h. 188
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Dalam penjelasan tersebut tampak sekilas adanya perbedaan pandangan tentang wali
dalam pernikahan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i. Perbedaan pandangan seperti
ini, menurut penulis, sebenarnya merupakan bagian dari perbedaan yang dipengaruhi oleh
perbedaan corak pemikiran kefikihan antara kedua Mazhab tersebut.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, baik dari segi tarikh tashri’ (sejarah
pembentukan hukum Islam) maupun perkembangan produknya berupa fikih, dapat
dijumpai sejumlah fenomena perbedaan corak pemikiran yang menonjol antara Mazhab
Hanafi dan Mazhab Syafi’i. Pada kesan awal, perbedaan corak pemikiran yang tampak
diantara kedua Mazhab itu adalah perbedaan antara eksistensi hukum Islam dan manfaat
hukum Islam. Mazhab Hanafi terkesan mengutamakan manfaat hukum Islam, sehingga dia
mengedepankan konsep metode istthsan-nya. Sedangkan Mazhab Syafi’i terkesan
mengutamakan eksistensi hukum Islam, sehingga dia mengutamakan konsep metode
qiyasnya.

Dari paparan diatas, penulis dapat mengambil intisari dari latar belakang, sejauhmana
perbedaan pandangan yang dimiliki oleh Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi tentang wali
Adhol dengan kontek di Indonesia.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan
metode /ibrary research yaitu penelitian dalam mencari dan mengumpulkan bahan bacaan
yang berhubungan dengan judul penelitian, selanjutnya dilakukan pemahaman dan analisis
secara kritis dan mendalam, kemudian mengambil kesimpulan dan menuangkannya ke
dalam jurnal penelitian. Adapun Jenis data dilihat dari sifat jenis data yang bersumber dari
literature, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, dimana data yang menjadi studi ini
dikumpulkan melalui data verbal yang abstrak bertumpu pada hasil tulisan, pemikiran tokoh
atau buku yang berbicara tentang permasalahan sebagai karya ilmiah. Untuk teknik
pengumpulan data yang digunakan literature atau /Zbrary research, yakni mempelajari bahan-
bahan tertulis yang dihimpun dengan cara membaca, mengklarifikasi refrensi yang ada

kaitannya dengan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pandangan Mazhab Hanafi tentang Wali Nikah
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Untuk konteks perkawinan, menurut Mazhab Hanafi, wali nikah termasuk kedalam
klasifikasi wilayah ala an-nafs (perwalian atas dirl). Wilayah ala an-nafs terbagi menjadi dua
bagian, yakni (1) perwalian 77bar (paksaan) dan (2) perwalian i&btiyar (alternatif).’

Wilayah ijbar adalah ekspresi (fanfid3) pernyataan (gawl) atas yang lain, dan dengan
makna secara umum perwalian 7/bar bersifat tetap yang terjadi karena empat sebab, yaitu: (1)
kekerabatan (garabah), (2) hak milik (al-milk), (3) kekuasaan (wula), dan (4) kepemimpinan
(imamah).”

Perwalian kekerabatan bersifat tetap bagi sahabat (saudara) dengan sebab hubungan
kekerabatannya dari orang yang dalam hak perwalian (a/muwalla ‘alayh). Kekerabatan yang
dekat seperti ayah, kakek, dan anak laki-laki, sedang kekerabatan yang jauh seperti anak laki-
laki bibi dan anak laki-laki paman.

Perwalian hak milik adalah perwalian yang bersifat tetap bagi sayyid (tuan) atas hak
miliknya. Sayyid berhak mengawinkan hamba/budaknya (laki-laki atau perempuan) secara
paksa (jabar). Sedang syarat ketetapan perwalian sayyzd ini adalah: berakal dan baligh
(dewasa). Dengan demikian tidak berlaku hak perwalian bagi orang gila dan idiot; tidak
berlaku juga hak perwalian bagi anak kecil sebelum ba/igh atas hak mengawinkan hambanya.

Perwalian kepemimpinan adalah perwalian imam (pemimin) yang adil dan wakilnya,
seperti sultan (raja) dan gad/i (hakim). Setiap sultan dan gad/i berhak mengawinkan dengan
syarat tidak adanya wali kerabat yang dekat.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw:

oA (A3 Y Ga il Skl

“Sultan dapat bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak ada walinya”.
Perwalian zbar dengan makna secara khusus adalah hak wali untuk mengawinkan

sesuai dengan kehendaknya.

Sedangkan perwalian ikhtiyar (alternatif) adalah hak wali untuk mengawinkan orang
yang dalam hak perwaliannya (almuwalla ‘alayh) sesuai dengan pilihan dan kerelaan /-
muwalla ‘alayh. Orang yang mempunyai hak perwalian ikhtiyar disebut wali mukhayyir.

Menurut Imam Abu Hanifah, wali mukbayyir bersifat mustahabbah (lebih disarankan) dalam

¢ Kitab Badai’, juz 2, h. 241-247; kitab ad-Durr al-Mukbtar, juz 2, h. 4-6. Lihat juga, Wahbah al-Zuhayli,
ALFgh al-Islamiy wa Adillatub, Juz 7, h. 187. Wahbah menjelaskan bahwa wilayah ala an-nafs merupakan salah
satu dari pembagian pweralian. Dua bagian lainnya adalah (1) wilayah ala al-mal dan (2) wilayah ala an-nafs wa al-
mal.

7 Wahbah al-Zuhayli, A/-Fgh al-Islamiy wa Adillatub, Juz 7, h. 188.

8 Hadis dikeluarkan oleh Imam Empat selain an-Nasa’i, dari Aisyah ra, disahihkan oleh Abu Awanah,
Ibnu Hibban, dan al-Hakim. Lihat Subul al-Salam, juz 2, h. 112, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhailiy,
Al-Figh al-Islamiy wa Adillatub, Juz 7, h. 188.
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hak mengawinkan perempuan yang merdeka, baligh, dan berakal, bagi perawan ataupun
janda. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kebaikan adat dan tatakrama yang dijaga oleh
Islam. Meskipun menurut Mazhab Hanafi perempuan berhak untuk mengawinkan dirinya
sendiri sesuai dengan pilihan dan kehendaknya, tetapi lebih disarankan kepadanya untuk
menyerahkan urusan akad nikahnya kepada walinya. Sedang syarat ketetapan perwalian ini
adalah kerelaan al-muwalla ‘alayh, bukan orang lain.

Dari penjelasan di atas, pada intinya adalah sesungguhnya tidak ada wali menurut
Mazhab Hanafi kecuali wali mujbir. Menurutnya, tidak ada wali selain wali mujbir; setiap wali
adalah wali nmujbir.

Pandangan Mazhab Syafi’i tentang Wali Nikah

Menurut Mazhab Syafi’i, sebagaimana dijelaskan oleh al-Zuhayli, perwalian terspesifikasi
atas perempuan yang bersifat mutlak. Menurut Mazhab Syafi’i, wali perempuan secara
mutlak disyaratkan untuk sahnya akad nikah. Dengan demikian, perempuan tidak sah
menikahkan dirinya senditi.” Mazhab Syafi’i membagi perwalian menjadi dua klasifikasi,
yaitu: (1) perwalian jbariyah (paksaan) dan (2) perwalian /&htiyariyah (alternatif).

Wilayah ijbar bersifat tetap bagi ayah dan bagi kakek ketika ayah sudah tidak ada
(meninggal dunia). Ayah berhak mengawinkan perawan baik masih kecil ataupun sudah
baligh tanpa persetujuannya (anak yang dikawinkan), dan lebih disarankan meminta
persetujuannya. Menurut pendapat yang ashabh di kalangan Mazhab Syafi’i, dipandang
cukup memadai indikasi sikap diam perawan yang ba/gh dan berakal jika dimintai persetujuan

untuk perkawinannya. Dalil yang dijadikan landasan adalah £habar ad-Dar Quthniy:
GaT Sl 6 s e ) (L 1 O G e i 0o
s i 6 i 20015 4l e o
gl 5 555 05 i

“landa lebil berhak atas dirinya daripada wali, sedang perawan diminta persetujuan oleh ayabnya
tentang dirinya”.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan:

9 Mughniy al-Mubtaj, juz 2, h. 147-150; al-Mubhadzdzab, juz 2, h. 25. Lihat juga, Wahbah al-Zuhayli, A/-Fgh
al-Islamiy wa Adillatub, Juz 7, h. 191.
10 Ad-Dar Quthniy, Sunan ad-Dar Quthniy, hadis no. 3627, Juz 8, h. 361.
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“Perawan diminta persetujnannya oleh ayabnya, sedang persetujuannya adalab sikap diamnya’.

Riwayat Imam Muslim ini memuat a/-#adb, dan karena perawan memiliki perangai
sangat pemalu jika laki-laki tidak menyentuhnya dengan hubungan biologis (persetubuhan).

Sedang perwalian ikhtiyar bersifat tetap bagi setiap wali ashabah untuk mengawinkan
perempuan janda. Oleh karena itu wali /&hzzyar tidak boleh mengawinkan janda kecuali
dengan persetujuannya. Jika janda itu masih kecil, maka wali i&b#yar tidak boleh
mengawinkannya kecuali ia sudah mencapai usia dewasa, karena persetujuan anak kecil
adalah ghayr mu’tabar (tidak diakui sah). Sedang perkawinan janda dewasa adalah dengan
persetujuannya secara terang-terangan, tidak cukup dengan sikap diamnya. Hal ini
disandarkan pada dalil £babar ad-Dar Quthniy di atas.

Pada intinya, sesungguhnya perbedaan antara perawan dan janda adalah dalam hukum
persetujuan dan macamnya. Perawan lebih disarankan permintaan persetujuannya, yaitu
sikap diamnya. Sedangkan janda diwajibkan permintaan persetujuannya secara terang-
terangan. Sedangkan bagi perempuan gila, yang berhak mengawinkannya adalah ayah,
kemudian kakek ketika ayah sudah tidak ada (meninggal dunia) sebelum masa dewasa si
perempuan demi kemaslahatan.

1. Tinjauan tentang wali adhol
A. Pengertian dan Dasar Hukum

Wali adhol adalah sebagaimana telah diterangkan oleh al ustadz Muhammad Abu
Zahrah melalui kitabnya “Al-Ahwalus Syahsiyyah” , adalah sebagai berikut :

Dwin aclile) ISy Aty g 3 98 ezl ) (e fiaall s Jualadl )
B (s M

“Wali adbol adalah wali yang melakukan pencegaban dari melangsungkan perkawinan atas diri
orang yang di bawab perwaliannya, dan pencegahan yang dilakuakan itu tanpa ada sebab (dasar)
bukum (syara’) yang membenarkannya”.

Dengan kata lain pengertian wali adhol disini adalah wali yang melakukan

pencegahan baik sikap enggan maupun dengan pembangkangan untuk melangsungkan

' Imam Muslim, Shabih Muslim, hadis no. 2543, Juz 7, h. 293.
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aqad perkawinan atas perkawinan maulanya, di sertai pencegahannya tadi tanpa ada
sebab/dasar yang syar’i dapat di jadikan alasannya. Karna demikian pengertian wali
adhol, maka bagaimanapun juga wali adhol adalah masalah mengenai perwalian yang
membutuhkan perhatian sebagaimana umumnya mengenai masalah-masalah perwalian
yang lain."

Dalam hal Wali Nikah enggan (Adhol) untuk menikahkan wanita yang dalam
kewalianya tanpa sebab yang jelas atau di sebabkan beberapa hal yang menjadi
keengganya, maka hakim, berhak menikahkan wanita tersebut dengan telah meminta
kembali kepada wali hakim supaya mau menjadi wali yang baik. Hal ini berdasarkan
Hadits Rasul yang berbunyi:

oL Lete a1 ia il iy e 080 iy J6 s 0 lina 0
333 Y 5 Y Lol i o5 Llld lia 1y il 4 olin 3 4l Ll Lolas
AV o )l 3l Al w5 ) i 81 al) S an Y e OIS 5l el

(el o) 55) 4l L 538 Lo dll Jgmay by Jod) Yl (23315 )

“Dari Ma'qol Bin Yassar berkata : Saya telah menikabkan sandaraku dengan seseorang,
kemudian di ceraikannya. Setelah habis masa iddabnya laki laki ini meminang  sandaraku
kembali, Saya katakan kepadanya : saya telah nikabkan engkan dengan segala hormat dan enghan
telah menceraikannya, sekarang engkau datang meminangnya kembali, demi Allah saya tidak akan
mengembalikan lagi sandaraku kepdamu. Keadaan laki laki itu baik dan perempuan itu ingin
kembali kepadanya: maka dengan kejadian ini maka turunlah wahyn Allah yang berarti : Dan
apabila kamu telah menceraikan perempuan kemudian habis iddabnya, maka janganlah kanm
keberatan menikabkan mereka kembali dengan bekas suaminya. (Qs-al Bagarah) Ma'qol Bin
Yassar berkata “ Sekarang nikabkan mereka ya Rasulallah’ langkalh dinikabkannya laki laki itn

dengan sandaranya”.”

. Sebab-sebab Wali Adhol

Terjadinya wali adhol apabila wali nikah enggan menikahkan dengan alasan
alasan yang kuat menurut wali akan tetapi pihak perempuan berisi keras untuk
melangsungkan perkawinannya.

Keadholan wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang sangat mendasar
dalam pandangan ulama fiqih, mereka bersepakat untuk kriteria Wali Adhol tersebut
setidak tidaknya ada dua syarat diantaranya:

a. Laki laki yang melamarnya telah sekupu

b. Laki tersebut sanggup membayar mahar mitsil
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Menurut Imam Ibnu Rusdy dalam kitabnya “Bidayatul Mujtahid” para ulama
sepakat bahwa tidak di benarkan lagi bagi para wali untuk mencegah anak
perempuannya untuk kawin tatkala berhadapan dengan pasangan yang telah sekupu
dan berikut membayar mahar mitsilnya'* dan menurut Ulama figih di dalam buku “
Ensiklopedi Hukum Islam” ke engganan wali itu di sebabkan mahar perkawinan
kurang atau tidak memenuhi tuntunan wali. Dalam kasus seperti ini ulama Mazhab
maliki, Mazhab syafi’i, Mazhab hanbali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin hasan
asy-syaibaniy berpendapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan wanita dalam
perwaliannya, padahal wanita itu rela, mengingat mahar adalah hak wanita. Menurut
Imam Abu Hanifah, wali boleh enggan menikahkan wanita tersebut apabila maharnya
kurang dari mahar setempat.

Seorang wali dikatakan enggan menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya
itu apabila:

a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki laki yang sepadan denganya,
padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaanya itu
disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak; dan

a. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan
wanita itu, sedangkan wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya
menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya. Kedua bentuk
keengganan ini disetujui oleh ulama Mazhab hanafi dan Mazhab syafii. Akan
tetapi ulama Mazhab Syaf’i dan Mazhab Hanbali hanya menyetujui bentuk
pertama, sedang bentuk kedua menurut mereka tidak termasuk al-Adhol.”

Imam Ibnu Qudamah menambahkan dua syarat di antaranya:

a. Adanya kehendak dari maulanya yang bersangkutan untuk kawin dengannya.
b. Adanya saling rela diantara dua calon mempelai.

Ke engganan ini bisa saja di terima dan dapat juga ditolak, bila antara perempuan
dan calon suaminya itu ada halangan untuk dilangsungkan perkawinan tersebut. Akan

tetapi bila dalam menjalankan haknya itu wali tidak mengindahkan ketentuan ketentuan

83
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hukum agama maka hak kewaliannya dapat di pindahkan ke orang lain dengan
keputusan pengadialan agama. Seperti wali yang enggan (adhol) menikahkan
perempuan yang ada dalam kewaliannya tanpa ada alasan alasan yang di benarkan
syara’ antara lain:

a. Calon suami beda agama

b. Calon suami jelek budi pekertinya
c. Calon suami cacat badan

d. Calon suami tidak sepadan (sekufu)

Para ulama memberikan gambaran tentang kafaah sebagai persesuaian keadaan
antara calon suami dengan calon istri. Persamaan keadaan itu di maksudkan untuk
membawa rumah tangga ke arah yang lebih sejahtera terhidar dari ketidak
beruntungan.

Kalau ditelusuri secara historis termasuk produk fuqoha yang sebelumnya tidak
dibahas secara mendetail dalam al-Qur’an dan Hadist. Seperti yang dibahas ulama’
salaf dalam kitab-kitab figthnya. Terlepas dari itu banyak ulama’ salaf yang mengutip

beberapa hadist nabi sekalipun hadist itu lemah.

“Dari Umar r.a: Rosulullah bersabda orang —orang arab itu sebagiannya paling
sesuai dengan sebagian yang lain. Tuan (manla) paling sekufu (sepadan) dengan sebagian

yang lain kecnali tukang tenun atan tukang kebun”. '

Dari sinilah timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab tentang hal
yang berkaitan dengan masalah ukuran kafaah, yang konsep itu lahir karena didasari
oleh situasi dan kondisi bangsa arab pada waktu itu dan amat sangat primodial.
Sehingga ketergantungan terhadap golongan atau keturunan sangat besar. Dengan
demikian Islam yang berkaitan dengan persoalan stratifikasi atau kondisi sosial dan
primodialisme itu merupakan suatu kewajaran. Jika dalam masalah ini terdapat banyak

perbedaan pendapat dianatar golongan fuqoha.
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Menurut ulama Malikiyah ukuran kafaah itu hanya ada dua, yaitu agama dan
keselamatan seseorang dari cacat yang mengakibatkan seseorang diberi hak untuk
memilih (membatalkan nikah) bukan dalam arti keturunan dan kekayaan. " pendapat

Imam Malik ini didasarkan pada hadist Nabi:
\5\;éu}@hm\éam\dju)dﬁ:dﬁd&a&\‘fﬁa)’éﬁ)ﬁ‘;g\dc

oY) (8 AT (S5 pladi W an 5 38 ABIA 5 A3 ) gada i (e aSl) adad
o e Jalud

“Apabila ada orang yang baik agama dan budi pekertinya meminang kepada anak perempuan
dan  kerabat-kerabatmu  semna  maka kawinkanlah  padanya.  [Jika kalian ini  tidak

melaksanakannya niscaysa akan menjadi fitnah dimuka bumi dan terjadi kerusakan yangf luas ,”
18

Hadist diatas menunjukkan kepada para wali agar menikahkan perempuan-
perempuan yang diwakilinya dengan orang yang beragama, berakhlak baik dan bersifat
ramah. Jadi kalau suaminya itu tidak berakhlak dan tidak amanah maka wali berhak
untuk menghalanginya,

Sedangkan menurut Ulama Hanafi ada enam ukuran kafaah yakni : Islam,
merdeka, kekayaan, keturunan, pekerjaan dan dalam satu agama. Sedangkan menurut
ulam Syafiiyah ukuran afaah itu ada lima macam yaitu agama (selamat dari perbuatan
keji), merdeka, keturunan, selamat dari cacat yang membolehkan dia memilih dan

pekerjaan.

KESIMPULAN

Menurut Mazhab Hanafi bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya
dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan
rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum dengan
sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’l bahwa
perempuan yang gadis ataupun janda harus menggunakan izin walinya dan perempuan yang
menikah tanpa ada izin dari walinya, maka pernikahan yang dilakukan batal atau nikahnya

tidak sah.

17 Wahbah Zuhaili, Fighul Islan wal Adillatubu, Bairat Dar Al Fikr juz 7 h. 240
18 Abu Isa Muhammad bin isa, Sunan Turmudzi, Bairut Dar Al- Fikr Juz 2 h. 344
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